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ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima adalah usaha pada sektor informal dalam bentuk berdagang yang terkadang sekaligus sebagai produsen. Pedagang Kaki Lima dalam kegiatannya sering menimbulkan masalah terkait keteraturan tata kota dan kebersihan di wilayah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima agar menjadi tertib.

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar, faktor-faktor penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar, serta dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar.

Desain penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara, dokumentasi, arsip-arsip, literatur dan buku yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik pada indikator Komunikasi, Sumberdaya dan Disposisi. Untuk indikator Struktur Birokrat masih perlu ditingkatkan lagi. Faktor penghambat berasal dari internal dan juga eksternal. Hambatan dari internal adalah kurangnya koordinasi antar organisasi pemerintahan daerah, hambatan eksternal muncul dari Pedagang Kaki Lima yang melakukan perlawanan dalam bentuk protes. Dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar adalah membuat Kota Blitar terlihat lebih indah dan tertata rapi. Saran dari penulis adalah penggunakan Handie Talkie kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk koordinasi dan penyampaian informasi dengan cepat, membuat satu regu gabungan yang memiliki tugas khusus untuk memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima, serta pemberian kartu tanda pengenal khusus berbasis elektronik kepada Pedagang Kaki Lima sebagai bukti bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut memiliki izin berusaha.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penertiban Pedagang Kaki Lima
ABSTRACT

Street vendors are businesses in the informal sector in the form of trading, sometimes as producers. Street vendors in their activities often cause problems related to the orderliness of the city and cleanliness in the Blitar City area. The Blitar City Government is trying to control Street Vendors to be orderly and safe.

The author conducted a study to determine the implementation of the Regulations of Mayor of Blitar Number 47 of 2016 concerning the Control of Street Vendors in the City of Blitar, the inhibiting factors in the control of Street Vendors in Blitar City, as well as the impact of the street vendor control policies in Blitar City.

The research design used in preparing this final report is a qualitative design with a descriptive approach. Data and information in this study consisted of interviews, documentation, archives, literature and books relating to the focus of the study. Data collection techniques used triangulation. Data analysis techniques are carried out through the process of collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

From the results of research conducted by the author that the implementation in the control of Street Vendors has gone very well on the indicators of Communication, Resources and Disposition. For the indicator of the Structure of the Bureaucracy it still needs to be improved. The inhibiting factor comes from internal and also external. Internal barriers are lack of coordination between regional government organizations, external barriers arise from street vendors who fight in the form of protest. The impact of the street vendors' policing policy in Blitar City is that Blitar City looks more beautiful and neatly arranged. Advice from the author is to use the Handie Talkie to each organization of the regional apparatus to coordinate and deliver information quickly, create a joint team that has a special task to provide socialization to street vendors, and provide electronic-based special identification cards to street vendors as evidence that the Street Vendor has a business license.
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PENDAHULUAN

Kota Blitar adalah kota wisata dengan latar belakang sejarah yang tinggi dengan sebutan sebagai Bumi Bung Karno. Kehidupan di kota membuat masyarakat Kota Blitar memiliki persoalan tersendiri mengenai jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan keadaan ekonomi dan potensi Kota Blitar sebagai kota bersejarah dan potensi pariwisatanya membuat masyarakat berupaya dalam pencarian ekonomi di bidang perdagangan. Jumlah lapangan pekerjaan disektor formal yang berbanding terbalik dengan jumlah pencari pekerjaan membuat masyarakat Kota Blitar untuk berusaha mencari peluang usaha dengan membuka usaha kecil, salah satunya sebagai Pedagang Kaki Lima.
Usaha Pedagang Kaki Lima ini muncul sebagai dampak dari tidak adanya lapangan pekerjaan bagi rakyat yang tidak mempunyai kemampuan khusus untuk bekerja. Munculnya Pedagang Kaki Lima di perkotaan khususnya Kota Blitar disebabkan oleh beberapa faktor, pertama tuntutan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh barang dengan harga yang murah dan mudah untuk dijangkau. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima yang memiIiki tempat berdagang yang strategis maupun memiIiki kelebihan mobilitas (pikulan, gerobak dorong, sepeda). Kedua, adanya fenomena ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan sektor formal yang tersedia. Hal tersebut menjadikan banyak masyarakat memilih usaha sektor informaI seperti Pedagang Kaki Lima sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu fakta bahwa pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang masih rendah sehingga kurang mampu bersaing dalam melamar pekerjaan pada sektor formal.

Misi Ketiga dari Walikota Blitar periode 2016-2021 berbunyi “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.” Sehingga untuk dapat mewujudkan misi yang sudah dicanangkan maka Pemerintah Kota Blitar saat ini memperhatikan masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima dimana pemerintah memfasilitasi pedagang-pedagang kecil terutama Pedagang Kaki Lima yang ketentuannya diatur melalui Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Blitar selain memfasilitasi kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima juga berusaha untuk mengatur kegiatan usaha mengingat Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar sendiri memiliki jumlah yang tidak sedikit. Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar terbagi dalam beberapa zona guna memudahkan pemerintah Kota Blitar dalam melakukan pendataan. Berikut adalah data jumlah Pedagang Kaki Lima berdasarkan zona wilayah pada tahun 2018 dari arsip Zonasi Wilayah Pedagang Kaki Lima oIeh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Zonasi Wilayah di Kota Blitar Tahun 2018

	No.
	Wilayah
	Jumlah Pedagang Kaki Lima

	1
	Zona I

· jl. Cepaka,

· jl. Tanjung, 

· jl. Melati

· jl. Mawar,

· jl. Kerantil
· jl. Cemara
	· jl. Veteran

· jl. Anggrek

· jl. Jati

· jl. Widuri

· jl. Palem
	184 orang

	2
	Zona II

· jl. Wilis

· jl. Lawu

· jl. Semeru

· jl. Merapi

· jl. Kelud

· jl. Ciliwung

· jl. Brantas

· jl. Dr. Moh. Hatta
· jl. Dr. Wahidin
	· jl. Cokroaminoto

· jl. Anjasmoro

· jl. Bromo

· jl. Cakraningrat

· jl. Musi

· jl. Kartini

· jl. Ir. Soekarno

· jl. Bengawan Solo
	313 orang

	3
	Zona III

· jl. Dr. Sutomo

· jl. Dr. Ismail

· jl. Kalimantan

· jl. Imam Bonjol
	· jl. Bali

· jl. Sumatra

· jl. SP. Hardjono

· jl. Kenari
	78 orang

	4
	Zona IV

· jl. Kenanga

· jl. Seruni

· jl. TGP
	· jl. A. Yani

· jl. Merdeka

· jl. Terate
	116 orang

	Jumlah
	691 orang


Sumber: Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2018

Secara tidak langsung keberadaan Pedagang Kaki Lima membuat masyarakat menjadi mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga tidak tergantung pada sektor formal dan secara otomatis menekan angka pengangguran di masyarakat. Namun, selain menguntungkan kegiatan Pedagang Kaki Lima juga mendatangkan suatu permasalahan baru. Seperti yang sudah terjadi yaitu adanya penggunaan ruang yang tidak sesuai oleh Pedagang Kaki Lima sendiri sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti pengunaan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, perilaku membuang sampah sembarangan, serta pemasangan reklame, spanduk, dan pamflet yang sembarangan. Tentu saja ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima ini membuat Kota Blitar menjadi terlihat tidak beraturan atau terkesan semrawut di beberapa titik jalan.

Berangkat dari fenomena diatas, Pemerintah Kota Blitar melalui Walikota Blitar mengeluarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dimana didalamnya telah diatur tentang kawasan yang diperbolehkan untuk mendirikan usaha dagang oleh Pedagang Kaki Lima.
Berdasarkan penjeIasan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup yang digunakan penulis untuk meneliti implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur adalah konsep teori implementasi kebijakan. Abidin dalam bukunya Kebijakan Publik (2016:19) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu keputusan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan permasalahan di masyarakat dan mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan masyarakat. Implementasi menurut Tachjan (2008:24) diartikan sebagai suatu kegiatan terkait dengan penyelesaian sebuah tugas dengan memakai sarana yang ada dalam mencapai tujuan kebijakan. Pada kegiatan penelitian ini penulis menerapkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Tahir (2014:61) yang terbagi dalam empat faktor berikut.
1.   Komunikasi
Komunikasi dianggap merupakan faktor penting karena merupakan acuan apakah pelaksana kebijakan dapat mengerti secara persis apa yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, informasi untuk pelaksanaan kebijakan harus diinfokan secara singkat, akurat, jelas serta konsisten pada para pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan nantinya tidak meleset dari tujuan/sasaran yang diinginkan. 
Dalam Agustino (2014:150) Edward III mengukur keberhasilan komunikasi dengan tiga indikator, antara lain Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi
2.   Sumber Daya
Sumber daya menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif, aktor sumber daya akan menentukan kelayakan dari pelaksanaan kebijakan. Agustino (2014) menjelaskan beberapa indikator dalam faktor sumber daya sebagaimana pendapat Edward III, yaitu berupa Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.
3.   Sikap Pelaksana (Disposisi)

Apabila mengharapkan implementasi kebijakan berlangsung dengan baik para pelaksana haruslah memiliki keinginan dan bersedia memberikan waktu, pikiran serta tenaga yang dimilki untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
Agustino (2014) menjelaskan poin-poin penting yang menentukan sikap pelaksana menurut Edward III hanya ada 2 subdimensi yaitu Pengangkatan Birokrat dan Insentif.
4.   Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi akan ikut menentukan kelancaran dari pelaksanaan suatu kebijakan. Meskipun ketiga dimensi implementasi kebijakan diatas berjalan baik, apabila implementasi kebijakan terbentur adanya inefesiensi struktur birokrasi maka keberhasilan implementasi kebijakan akan terganggu
Syafri dan Setyoko (2010:40) berpendapat ada dua indikator dalam struktur birokrasi, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.
METODE PENELITIAN

Pada kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintahan ini, metode penelitian yang dipakai penuIis adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Pada penelitian ini, penulis memilih mengunakan teknik pengumpulan data berupa Triangulasi, yaitu teknik pengumpuIan data dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpuIan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi

Untuk penelitian ini penulis memilih untuk memakai observasi partisipatif, dimana nantinya dalam pelaksanaan magang penulis akan mengamati sekaligus ikut terlibat langsung dalam berbagai kegiatan terutama yang berkaitan daIam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota BIitar.

2. Wawancara


Teknik wawancara yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah teknik wawancara semiterstruktur, dimana model wawancara ini sifatnya lebih bebas dari pada terstruktur namun tetap dalam koridor yang terukur.
3. Dokumentasi


Metode dokumentasi pada kegiatan penelitian ini digunakan untuk mencari dan mengumpuIkan data-data yang relevan. Dalam hal ini penuIis menggunakan beberapa arsip dan dokumen yang tersedia di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dasar untuk melakukan analisis data.

Pada peneIitian ini penuIis memakai teknik anaIisis data berupa anaIisis data kuaIitatif dengan berpedoman konsep dari Miles dan Huberman. Stainback berpendapat dalam Sugiyono (2014) bahwa analisis data adalah proses untuk memadukan antar konsep yang berasal dari teori dengan data yang didapatkan sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Aktivitas analisis data dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman daIam Sugiyono (2014:91) yang terdiri dari:

a. Reduksi Data
b. Penyajian Data
c. Penarikan KesimpuIan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar ini penulis berpedoman pada keempat dimensi oleh Edward III dalam Tahir (2014:61) melalui 4 (empat) dimensi, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi dengan data-data yang telah diperoleh penulis melalui kegiatan Observasi, Wawancara serta Dokumentasi.
1.  Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan berhasil atau tidaknya hasil berupa pencapaian tujuan dari kegiatan implementasi sebuah kebijakan publik. 

Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi dalam beberapa regu. Setiap regu dalam melaksanakan penertiban membawa dokumen berupa 13 Kertas Kerja yang berisi catatan dari regu yang melaksanakan penertiban mengenai jumlah pelanggaran yang ditemukan dari Pedagang Kaki Lima pada saat itu, disertai tindakan yang diberikan pada saat penertiban tersebut. Sehingga regu lainnya yang akan melakukan penertiban selanjutnya di lokasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan oleh regu sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berjalan dengan efektif dan konsisten dalam arti bertahap dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan tidak berpindah dahulu ke lokasi lain sebelum lokasi tersebut selesai.

Selain itu, setiap pagi hari sebelum memulai kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan apel pagi untuk penyampaian rencana kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Sehingga seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengerti kegiatan yang akan dilakukan.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dimensi Komunikasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja  dengan adanya apel pagi secara rutin serta adanya inovasi berupa 13 Kertas Kerja.

2.  Sumber Daya

Sumber daya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam implementasi kebijakan, dimana ketersediaan kemampuan sumber daya yang tepat dalam melaksanakan kebijakan akan memudahkan dalam menjalankan kebijakan.
Apabila dilihat dari segi kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, jumlah pegawai yang dimiliki sejumlah 70 orang untuk pelaksanaan penertiban. Jumlah tersebut dinilai cukup berimbang dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.
Dari sisi sarana dan prasarana, di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mempunyai fasilitas penunjang yang dapat menunjang kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima, antara lain sejumlah kendaraan operasional baik itu mobil pengangkut ataupun sepeda motor, serta alat komunikasi berupa handie talkie yang semuanya pada umumnya dalam kondisi baik dan mencukupi. 
Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dari dimensi Sumber Daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah memadai serta mampu mendukung pelaksana kebijakan dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima
3.  Disposisi

Dimensi ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Tahir (2014:61) adalah Disposisi. 

Dalam proses pengangkatan birokrat haruslah diisi dengan orang-orang yang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. Rata-rata pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan orang-orang yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dalam melakukan penertiban. Sehingga mereka memang orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang penertiban dan penegakan peraturan perundangan yang berlaku.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pemimpin di instansinya selalu menghimbau anggotanya untuk mengikuti aturan yang ada terutama terkait disiplin dalam bekerja, dengan cara melakukan pembinaan secara rutin baik formal maupun nonformal kepada anggotanya.

Berdasarkan hasil analisa penulis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa dalam dimensi Disposisi terkait implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016, para pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki pemimpin yang cenderung aktif mendorong anggotanya untuk memiliki kemauan yang tinggi serta keloyalan terhadap perintah yang diberikan oleh pimpinan.

4.  Struktur Birokrasi

Dimensi keempat dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Tahir (2014:61) adalah Struktur Birokrasi. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan diantara beberapa unit kerja. Dalam hal ini, urusan penertiban Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Kedua organisasi perangkat daerah itu diberikan kewenangan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Pembagian wewenang kepada kedua organisasi perangkat daerah tersebut akan lebih memudahkan berkoordinasi antara kedua organisasi perangkat daerah tersebut.

Dari dimensi Struktur Birokrat, dapat penulis simpulkan mengenai koordinasi antar organisasi perangkat daerah terhadap kebijakan belum dapat dilakukan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum mampu berkoordinasi secara baik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana seringkali dari Satuan Polisi Pamong Praja terkendala dalam melaksanakan penertiban karena belum adanya sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan sesuai prosedur yang ada penertiban hanya dapat dilakukan jika telah dilaksanakan sosialisasi pada kelompok sasaran sebelumnya. Sehingga dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melaksanakan penertiban tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan


Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan, baik dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 antara lain sebagai berikut.

a. 
Hambatan dari internal pelaksana kebijakan yaitu mengenai koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum dapat dilakukan dengan baik, terutama dalam dimensi Struktur Birokrat. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum berkoordinasi secara baik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan penertiban yang dilakukan dari Satuan Polisi Pamong Praja terkendala karena belum adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga dari Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat untuk melaksanakan penertiban tanpa adanya pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima.

b.
Hambatan dari faktor eksternal muncul dari Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaan penertiban, seringkali dijumpai beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak menerima untuk ditertibkan dan melakukan perlawanan dalam bentuk protes.
Penulis telah mengamati dan melakukan wawancara dengan beberapa Pedagang Kaki Lima, dan penulis menyimpulkan bahwa beberapa oknum Pedagang Kaki Lima yang melanggar tersebut kebanyakan adalah Pedagang Kaki Lima pendatang dari luar kota. Sehingga Pedagang Kaki Lima tersebut tidak mengetahui jika terdapat perubahan aturan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tersebut.

Dampak dari Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar

Sebuah kebijakan dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk upaya yang diterapkan Pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakatnya. Ketika suatu kebijakan dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah, tentunya akan menimbulkan dampak kepada masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mendapati bahwa setelah dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam kondisi lingkungan di Kota Blitar. Adanya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima menciptakan kondisi yang tertib dan tertata di sepanjang jalan di Kota Blitar. Selain itu dengan adanya penertiban Pedagang Kaki Lima menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta indah di Kota Blitar yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat di Kota Blitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisa terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagaimana dijelaskan penulis berikut:

1. Implementasi kebijakan Walikota Blitar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 jika dilihat berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dengan memperhatikan 4 (empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat telah berjalan dengan baik terutama pada indikator Komunikasi, Sumberdaya dan Disposisi. Hanya saja untuk indikator Struktur Birokrat masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima kurang berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan Walikota Blitar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar terdapat dari internal maupun eksternal. Hambatan dari internal pelaksana kebijakan adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan antar organisasi pemerintahan daerah. Sedangkan hambatan eksternal muncul dari beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak menerima untuk ditertibkan dan melakukan perlawanan dalam bentuk protes. 

3. Dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar adalah membuat Kota Blitar terlihat lebih indah dan tertata dengan rapi, jauh dari kesan kumuh dan semrawut seperti ketika sebelum dikeluarkannya kebijakan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut. Selain itu, masyarakat merasa lebih nyaman ketika membeli di Pedagang Kaki Lima.
Berdasarkan kesimpulan yang diambil penulis tersebut, penulis memberikan masukan berupa saran dan usulan yang membangun terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 sebagai berikut.

1. Untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dapat digunakan Handie Talkie yang diberikan kepada setiap organisasi perangkat daerah yang ada.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat membuat satu regu gabungan yang memiliki tugas khusus untuk memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima yang kurang mengerti tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.

3. Pemberian kartu tanda pengenal khusus berbasis elektronik kepada Pedagang Kaki Lima yang telah terdata sebagai bukti bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut telah memiliki izin berusaha.
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